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Abstrak: Al-Ghazilt mengelaborasi konsep

maslalylmya dalam ranah kehidupan polihk

bernegara. la mengatakan bahwa agama dan negara

adalah sauLlara lcembar, dengan melukiskan

kedudukan negara terhadap agama sebagai mi ld

yahmm al-din illi bih. Akan tetapi berbeda dengan

main stream golongan Sunni, al-Ghazili tidak

mensyaratkan seorang im.am harus berasal ilai suku

Quraysh.
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PENDAHULUAN

Pembahasan tentang sistem politik dalam Islam selalu
menarik sepaniang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Isu
antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang
integratif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi, selalu
muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara.

Memang untuk saat ini, hampir tidak ada belahan wilayah di
dunia yang belum secara utuh membenfuk suatu negara atau
dalam artiary di mana dewasa ini konsepsi negara sudah
teraplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Hanya saja.
praktek bernegara itu belum sepenuhnya meniamin hak-hak
warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik
yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, maka
pembahasan tentang konsep negara selalu muncul di tengah-
tengah kelangsungan suatu negara.

' Penutis adalah DosenJurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo.
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I Lihat M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara
dalam Seiarah Pemikiran Politik Islam'l Uumul Qor'an N0. 2. Vol. w
tahun 1D3, ,t9

, Lihat al-Gh.zaf, Ihya' Lrlumuddh4 (Beirut : Dir al-Fikr,
141s\195), 3.

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang
dirrrmuskan oleh para ulama' paling tidak terkandung dua
malcsud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din
Syamsudin.l Pertama, lunt:)k menemukan idealitas Islam
merrgenai negara (baik secara teoritis maupun secara

forrnalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana
bentuk negara dalam Islam. Kedua, unttk mengupayakan
ideerlisasi dari Islam tentang prosedur penyelenggaraan
neg,ara (baik pencaria& substansial, kenegaraan maupun segi

praldis bemegara). Prosedur penyelenggaraan ini berupaya
merrjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam.

Kajian sejarah pemikir kenegaraan Islam telah berhasil
mernunculkan tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya
masih orisinil untuk dibahas sampai sekarang. Di antara
tokoh tersebut adalah Imam al-Ghazah. al-Ghazdii nama
leng;kapnya adalah Abri Hamid Muhammad bin Mrrhammad
al-Trisi al-Ghazili (450-505 H/105&1111 M).2 Ia selama ini
hanya dikenal sebagai tokoh pembaru dalam Islam yang
dinisbahkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan
ajaran hukum Islam dengan ajaran moral, dengan sedikit
dikatagorikan sebagai tokoh filsafat. Temyata di dalam
beb,:rapa tulisannya, ia memunculkan pula konsep-konsep
kenegaraannya. Sebutan istilah "saudara kembar' antara
tokoh-tokoh pelaksana kenegaraan dengan tokoh-tokoh
aga:ma (ulama' dan umara') adalah istilah al-Ghazdli yang
pop,uler.

Semasa hidup al-Ghaz6li, dunia Islam memang
merlgalami kemunduran dan kemerosotan yang makin parah
dibandingkan dengan masa-masa sehlumnya, termasuk
kemorosotan kehidupan beragama dan aktrlak. Semula al-
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Ghazili mengira dan berharap akan dapat berbuat sesuatu

untuk memperbaiki kondisi dan situasi itu. Tetapi tampaknya
baik sekala maupun dimensi dan kompleksitas kebobrokan
itu sedemikian rupa sehingga dia merasa semuanya itu iauh
dari iangkauan kemampuannya.3 Keadaan di atas rupanya
yang mendorong al-Ghaz6li untuk meninggalkan Baghdad
dengan niat pergi haji ke Mekkah. Tapi sebelum ke Mekkah ia
pergi ke Damaskus, Syria. Selama dalam perjalanan inilah al-
GhazAli banyak menulis buku, khususnya yang berkaitan
dengan tasawuf. Bahkan yanS terpenting dari bukunya itu
adalah lfuni' 'UbAm ail-Din dan yang secara khusus dalam
bidang politik adalah al-Tibr al-Masbuk f Nasihat al-Muluk.a
Faktor sosio-kultural tersebut mempengaruhi corak politik al-
Ghazili. Di samping itu dalam masa hidup al-GhazAli,
kesatuan politik umat Islam sudah mulai retak, dunia Islam
diwamai adanya sistem kekuasaan yang korup dan
persaingan yang tidak sehat. s

Di samping faktor tersebut, faktor pendidikan dan
keluarga al4haz6li juga mempengaruhi corak pemikiran
politiknya. Al-Ghazali lahir dari keluarga yang dipengaruhi
madhhab Shif i dan dari keluarga sederhana dan sejak awal
memasuki dunia pendidikan ia sudah berkenalan dengan
tokoh-tokoh sufi. 6

I Zainal Abidin Ahm^d, Ri*zyat lliddp hnzn .|-Ghazali U^k^n^ |

Bulan Bintang, 1975), 71

'Buku ini tcrdiri dari due brgien, yainr bagian p€rlarna tentang
kepribadian seorang pcnguasa dan bagien kedua teotang cara menialankan
kekuasaan. Buku ini ditulis untuk memcnuhi permintaan Muhammad bin
Malik Shah ketika ia menjedi pengu.sa den ditulis oleh Imam al-Ghazili
tatkale ia 6udah kembali dari pengembar3annya. Lih.t 

^l-G}r^zili, 
al-Tibr

al-Masbuk fr Nasihzt al- Mulult, (Beirur : Dir A.l-Kutib al'Ilmiyah, 1409 H
\ 1988 M), 3

s Jcje Abdul R;ezalt'. Politik Kcacgaraan ; Pemikirua-pcmikiraa al-
GhazAli dan lbn Taimiyah,lSvabayt I Bina IImu,1999), 167

6 Lihat Jamil Ahmad Seretue Moslim Terkcmuke, tei. Tirn
Penerjemeah Pustaka Firdaus oakana: Pustaka Firdaus,1993), 97-101
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Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan
konsep kenegaraan dalam perspektif al-Ghazili, yang
pembahasannya mencakup: (1) asal-usul timbulnya suatu
negara, (2) faktor-faktor pendukung utama tegaknya negara,
(3) hubungan antara negara dan agama, (4) kepemimpinan
atatr kepala negara, (5) pengangkatan dan tugas kepala
negara, (6) sumber kekuasaan atau kedaulatan dan (7) bentuk
pemerintahan kenegaraan dalam perspektif al-Ghaz6li.

ASITL MULA TIMBULNYA NEGARA.

Tentang asal mula timbulnya negara, al-Ghazili b€rpendapat
bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia
dite:ntukan oleh Tuhan tidak dapat hidup menyendiri, tetapi
selalu membutuhkan pihak lain, sebagaimana pihak lain iuga
membutuhkan hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup
sencliri, disebabkan oleh paling tidak ada dua faktor.

Pertama, kebutuhan akan keturunan demi
kelangsungan hidup umat manusia, dan hal ini hanya
murrgkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan
serta keluarga. Hal ini sesuai dengan salah satu dasar
maslafoth, yaitu menjaga keturunan (fufz al-nasl), yang oleh al-
Ghazdli dirumuskan sebagai pentingnya menjalin hubungan
sesa:ma manusia,

Kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan
makanan, pakaian dan pendidikan anak. 7 Faktor yang kedua
ini pun merupakan penjabaran al-Ghazdli dari prinsip al-
maslafuah yangberkenaan dengan kebutuhan harta benda @tlz
al-mdl). Marusia sebagai ciptaan Tuhan melebihi makhluk
lainnya, ia saling menjaga. Penghidupan manusia dapat
sempurna hanya dengan tolong-menolong, saling membantu
dan saling menguatkan.

7 Abu Hemid al-Ghazili, Ilryi' Uim al-Din' (Beirut r Dar al-Ajkar,
797s),114s
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Untuk itu menurut al{hazili, negara merupakan
suatu lembaga yang penting, karena ia adalah suatu bentuk
pergaulan manusia dalam suatu komunitas. Sebab menurut
al-Ghazili negara merupakan peniaga untuk menjalankan
syari'at agama yang kokoh. Agama merupakan landasan
kehidupan dunia yang menghantarkan kebahagiaan hakiki.
Dalam mewujudkan hal itu negara sangat diperlukan. Secara

tegas ia menyatakan : "Agama merupakan pokok (pondasi)
sebuah bangunan, sedang negara adalah penyangganya.
Setiap bangunan tanpa ada pondasinya akan tumbang, begitu
juga dengan bangunan tanpa ada penyangga akan sia-sia".8

Masalah asal mula Negara itu demikian pentingnya
karena hal itu bertalian erat dengan cara manusia menyusun
dan menjalankan pemerintahan negaranya. e Dipertegas oleh
al-Ghazdli ketika ia menguraikan asal usul negara ini bahwa
negara adalah pranata yang nd li yatimm al-dtn illd bih (hal
yang tidak niscaya demi sempumanya agama).10

Untuk memperkuat pemyataannya, al-Ghazdli iuga
dalam membuat dasar negara yang dipakai landasan adalah
manusia harus hidup saling tolong menolong dan saling
bergantung.lr Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang
menerangkan bahwa di antara pihak dengan pihak yang lain
agar saling tolong menolong dalam hal-hal yang baik dan
akan membawa ketaatan (taqwa) kepada Tuhan. Sebab

tolong-menolong yang melanggar agama dan menimbulkan
permusuhan merupakan larangan agama.r2

Penerapan al-maslafofu oleh al-Ghazdli mengenai
manusia atau masyarakat dalam bentuk keharusan untuk

3Ibid,,I, 31
e Lihat M. Solly Lubis, Ilmu Negar4 (Budung : Alumni, 1981), 31
toJeic Abdul Razalr'. Politik Kcncg.r..n ; Pemikialr-punikiran al-

Ghazili den lbn Taimiyzh, (Snrzbaya : Bina Ilmu, 1999), 95-96
rr Lihat Zeinal Abidin Ahmad Konscpsi Ncg t Berrnonl Menurut

Imun cl-Ghazili, {zkerta : Bulan Bint.ng, 1975), 27
12 Lihat QS al-Maid.h ayat 2
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tolong menolong dan saling bergantung boleh jadi
merupakan solusi pemecahan problem masyarakat waktu itu
dalam rangka menjaga stabilitas umat. Konsep "lebih baik
mempertahankan serta memp€rbaiki yang ada daripada
membentuk yang baru" merupakan cerminan dari inti kaidah
nuslafozh, "mendahulukan maslahah harus lebih diutamakan

tlaipada menghindarkan mut'asid kerusakan)." Sebab keadaan
masyarakat pada masa hidup al-Ghazili suasananya sudah
te{ebak pada konflik kepentingan individual dan kelompok.
Paril ulama fiqh ketika itu telah diasyikkan dengan
berbantahan tentang hukum Islam dan saling bersikukuh
pada pendapat para imam mazhab. Ulama ahli ilmu kalam,
juga mengalami problem yang sama.13 Demikian pula
gerakan illegal, yang mulai menampak ke permukaan dengan
berani dan selalu melakukan teror, seperti gerakan batiniyah,

yang akhirnya gerakan ini memuncak pada peristiwa
pembubuhan perdana menteri Nizdm al-Muluk.la

Gagasan saling menolong dan saling bergantung itu
rup,anya merupakan dasar utama dalam memberikan
kontribusi restrukturisasi sistem pemerintahan dari al-
Ghaz6li yang cukup berani pada waktu itu.ls Sebab dalam
pemerintahan monarki seperti yang dijalankan waktu itu,
kekLrasaan bersifat absolut, di mana penguasa adalah segala-

galanya.l6 Inilah yang memberi wama kedalaman al-Ghaz6li
dalam manangkap maksud syari'at Islam itu mempunyai
tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

D Lihat Munawir Si.dz^li, Isl.m dan T.t, Negar.; Aieren, Sei.nh
dan .Pemikion (Ul-?rcee, 1990), ?1; al-Ghazeh dalam hal ini sampai berani
mcngatakan adarrya ultnz'al-su'dan ulama yang kurang betmoral. Lihat
Iltyt'1, 79.

r. Lihet Ahm.di Thrha den l\as Ismail, Nasehat al-Gbazeli bagi
Pcnguasa, (Bandu;rg: Mizan, 1994), 16

l5 Teorinya ini aupanya untuk m€nyclesaikan hubungen ant,rwarga
yeng eeldu tetiadi kon0it, tcian.suk di kalangen bangsewan ecndiri yang
saling bcrcbut kekuaeeen, tenrtame sepeninggzl Nigitn al-Muluk

tt Ljh* Lubie, Ilnu Nqzn, 10-16
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Dalam rangka menciptakan kemaslahatan hakiki, al-
Ghazili pun menegaskan bahwa manusia memiliki dua
tabi'at, yaitu tabi'at pribadi dan sosial. Untuk
merealisasikannya, ia mengacu kepada salah satu kaidah al-
maslafuah, yaitu bahwa tasarruf al-imim 'ald al-ra'iyah manfi! bi
al-ruaslallah (sepak terjang penguasa atas rakyat harus
berdasar kemaslahatan). Karena itulah, al-Ghaz6li dalam
menjelaskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki
oleh rakyat atau oleh penguasa sendiri, seperti kemampuan
di bidang hukum dan politik. Untuk memerankan sosialnya,
menurut al-Ghazdli manusia harus memiliki pengetahuan
tentang masalah hukum dan politik; manusia perlu
memberikan aturan hukum dalam lingkungan
masyarakatnya dan aturan hukum hubungan antar rakyat
dan pemerintah unfuk menentukan batas-batas keadilan
pemerintahan.lT

Al-Ghaz6li adalah salah seorang di antara sekian para
pemikir keagamaan, tokoh yang secara tegas memberikan
solusi yang jelas dalam menciptakan keharmonisan
hubungan antar warga, warga dan penguasa, serta hubungan
antar pemuka, baik agama dan pemerintah dengan dasar
saling tolong menolong atau kebersamaan dan kepedulian.
Untuk mempertahankan keutuhan negara dan dapat
menjamin keberlangsungannya, al€hazAll di samping teori
"ketergantungannya" juga memberikan masukan tentang
pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan
profesionalisme.

Dalam hal mengatur hubungan rakyat dan penguasa
secara adil, kepada rakyat ia memberikan anjuran kewajiban
mentaati pemerintah dan kepada pemerintah pun ia
mewaiibkan untuk menciptakan keadilan. Dalam konsep al-
Ghazdli. pemerintah merupakan organisasi permanen dan

f Lihat Haroon Khan Sherwani, Muslr'm Political Thooght and
Administation, (Delhi : Idarah Adabiyah ,1916\, lO.
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tanpa organisasi demikiao tidak mungkin terlaksana
perintah Tuhan secara utuh dan tertib. Pemerintah tersebut
harus ditaati oleh rakyat, sebab bila tidak ditaati akan selalu
tirrLbul kekacauan terus menerus dan tidak akan berakhir.rs
Demikian sebaliknya pemerintah harus dapat mengayomi
dan menciptakan rasa keadilan bagi rakyakrya. le

Konsepsi asal mula negara menurut al-Ghaz6li di atas
jauh berbeda dan lebih maju dibanding dengan teori-teori
yang ada seLama ini, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian,
teori kekuasaan dan teori kedaulatan. Rupanya teori al-
Ghaz6li itu lebih memenuhi hasrat negara modern, yang lebih
menonjolkan demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak
asasi manusia.D Konsepsi al4hazali tersebut lebih realistis
dan sarat dengan pesnn-pesan moral. Ia berbeda jauh dengan
konsep Plato yang terkenal utopis. Sebab, bagi al-Ghazili
negara merupakan kebutuhan bersama yang harus ada dan
diatur dalam system yang menjamin rasa aman dan rasa

keadilan bersama.2l

Dengan teori asal usul negara di atas, terlihat secara

tegas bahwa al4hazAli menerapkan salah satu al- masla[ah

yang sangat mendasar yaitu aspek al-daruiyat. ladi, negara
sangat dibutuhkan dalam rangka meniaga keutuhan agama,
jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Tanpa negara rupanya
meniaga keamanan aspek primer dalam kehidupan umat
manusia itu sulit diwuiudkan-

13 lbid, z)8
re -Ghtzlli, el-Tibt al-Masbuk....., ,

20 Bil. teoriny. ini benar-benar eplikatif, mungkin ketidakedilan
yang teriadi dalam sietem kekuasa.n aken terkikis. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Mun.wir Siadzali bah*a kckccesaan al-Ghazili di
Timur dapat terobati dengan munculnya kekuasaao Itlam di bagian Barat.
Uhat Sjadzali, Islam dan Tzta Negara ,73

,t Hd demikian ini, dapat terlihat dari seluruh keterangan al-Ghazlli
d an al-Tibr al-Mzsbuk .
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FAKTOR PENDUKUNG UTAMA TEGAKNYA SUATU
NEGARA.

Menurut al-Ghaz6li, untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan
hidup manusia diperlukan pembagian tugas antara para
anggota masyarakat, dan seiumlah industri atau profesi. Ada
empat sektor yang merupakan tiang inti bagi tegaknya
negara, yaitu (1) pertanian untuk pengadaan makanan, (2)

pemintalan untuk pengadaan pakaian, (3) pembangunan
untuk pengadaan tempat tinggal; dan (4) politik untuk
penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerja sama
antar warga negara bagi pengamanan kepentingan bersama,
penyelesaian sengketa antara mereka serta perlindungan
terhadap bahaya dan ancaman dari luar.z Dari empat sektor
tersebut politiklah merupakan profesi yang paling penting
dan paling mulia, dan oleh karenanya politik menghendaki
tingkat kesempumaan yang lebih tinggi daripada tiga sektor
yang lain.

Penjabaran profesi politik menurut al-GhazAli meliputi
empat sub'profesi, yaitu (1) Sub-profesi pengukuran tanah,
untuk menjamin kepastian pemilikan tanah warga
masyarakat. (2) Sub-profesi militer, untuk menjamin stabilitas
keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap segala
ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik dari
dalam maupun dari luar, (3) Sub-profesi kehakiman untuk
menyelesaikan sengketa antara warga negara dan ( ) Sub-
profesi ilmu hukum untuk menyusun perundang-undangan
yang dapat meniamin dan melindungi hak-hak warga negara.
23

Al-GhazAli menempatkan posisi profesi politik benar-
benar pada kedudukan yang terhormat. Ia menempatkannya
satu tingkat di bawah kenabian.2a Sehingga orang-orang yang

22 tbid, 1745-17 46
,r tbid,174+7747
u Siadzali, Islatn dzn Tatancgztz, 73
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menduduki iabatan-fabatan politis tersebut harus benar-benar
orang yang mempunyai kecakapan dan kemahiran serta

integritas pribadi yang tinggi. * Oleh karena itu profesi
politik sangat penting. Dmgan empat subprofesi tersebut
maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul
memiliki pengetahuao kemahiran dan kearifan yang
memadai, dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung
jawab yang lain.

Di sini jelas pemaknaan politik oleh al-Ghazili sudah
memenuhi harapan negara modem. Politik tidak hanya
diartikan sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan
mempertahankannya,26 tetapi diberi makna sarana untuk
menciptakan kemaslahatan rakyat dan negara secara umum,
bahkan lebih tegas dari keempat profesi yang peling penting
dan paling mulia. Karena itu, politik menghendaki tingkat
kesempumaan yang lebih tinggi dari pada unsur yang
lairurya.2T

Demikian pentingnya menempatkan politik dalam
system kekuasaan negzra, al4hazili dalam bukunya al-Tibr
al-Masbuk f Nasihat al-Muluk,a benar-benar memberikan
saran dalam bentuk nasehat-nasehat yang dikemas dalam
alur cerita yang indah untuk menata system kekuasaan yang
sarat dengan kebijakan moral dan etika.n

D sini al4hazili lebih memperlihatkan dasar konsep
kemaslahatan dalam struktur managemen kenegaraan. dalam

B al-Gllrzili, zl-Tibt al-Mzsbuk, 8348
a S€I.m. ini kecenderungan makna politik hanye diertiken kcpada

hal-hd yang ae.k.it dengan kekuasaan dan upaya untuk
mempertahankanny.. Lih.t DGli.. Nocr, Pcngtnter ke Pemikinn Politil<,
(l*ena : Raiawali, 1983).

n Uhet $ldz.li, Islam d.n T.t.ocgara, 75
, Lihat d-Gh.zitr, d-Tibr zl-Mzsbuk,85.
, Pcndap.t d-Ghazifi scpcrti dalam al-Tibr zl-Masbuk sangtt

memperhatikan mo.elit s. Dd.m h.l id pula A.lI N.Eution mcncobe
mcmberikra pendapat yeog sama bah!*'e moralitae herus meniadi pe doman
dalenr membangun 6uatu ncgara. Uhat A.H Naertiott, Pcmbangunan
Monl ; Inti PembzaguaanlVzsrbzel(Surabaya : Bia. Ilrnu, 1D5).
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bentuk yang lebih konkrit, yaitu profesionalisme dan
industrialisasi. Bila konseptor kenegaraan yang lain
mempersyaratkan negara hanya pada teritorial, rakyat dan
pemerintahan,s tapi al-GhazAli menambah lagi syarat
industrialisasi dan profesionalisme. Boleh jadi pendapatnya
ini benar-benar menjadi prasyarat untuk negara modem
sekarang. Al-Ghazili lebih malu dalam memformulasikan
struktur keberadaan dan kekokohan suatu negara.

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DENCAN NEGARA
(POLrrrK)

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan landasan hubungan
agama3l sebagai "institusi khusus" dengan "politik (negara)"
di sisi lain. Paradigma hubungan ini dalam pandangan M.
Din Syamsuddin dapat dikatagorikan menjadi tiga kelompok,
yaitu (1) bersatunya agama dan.politik, (2) hubungan saling
membutuhkan (simbiotik) dan (3) tidak berhubungan sama

sekali (sekularistik).32

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa politik
menurut al-Ghazili tidak hanya diartikan sebagai cara untuk
memperoleh kekuasaan dan mempertahankarmya, tetapi
diberi makna sarana untuk menciptakan kemaslahatan rakyat
dan negara secara umum, bahkan lebih tegas sebagai profesi
yang peling penting dan paling mulia. Karena itu, politik
menghendaki tingkat kesempurna.rn yang lebih tinggi dari
pada unsur yang lainnya dalam suatu negara. Maka dalam
hal ini, hubungan antara agama dan politik (negara) dalam

x ltbie, ILnu Negara, 10-16
I Agama yang dimaksud di eini adalah sebuh sistem nitai yang

dijadikan pedoman berperilaku umat manusia dalam menata hubungan
antara manusia dengan Tuhan, dengan sesaml manusia daa seluruh alam
semesta; yang kebenarannya diakui secara mutlak. Baca Endang Saifuddin
Anshati, Ilmu, Filsalat dan Agama, (Swabaya : Bina llmu, 1987), 117-148

12 Lihat M. Din Syamsuddio, "Usaha Pencarian Konsep Ncgara
Dalam Seiarah Pemikiran Politik Islam" , Ulumul Qu'ao Vol. IV,/No.2 th.
1993),5-9



104

per:ipektif al-Ghazali, adalah termasuk pada model simbiotik.
Artinya politik dan agama saling membutuhkan atau saling
melengkapi. Sehingga masuknya agama ke dalam konsep
negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan
kemaslahatan umat manusia secara hakiki. Pengkategorian ke
dalarm model simbiotik ini dapat terlihat dari pemikiran al-
Ghazili ketika ia menempatkan "agama dan politik sebagai
saudara kembar". Kendati demikian agama harus lebih
diutamakan. 33

Menurut al-Ghazdli agama dan politik adalah saudara
kem.bar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama
adalah dasar dan sultan (kekuasaan politik) adalah
penjaganya, sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu
dasar akan hilang. y Jadi sultan sangat dibutuhkan untuk
menjamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan
keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama dan
ketertiban pelaksanaan agama merupakan keharusan untuk
memperoleh kebahagiaan adi akhirat. Inilah tujuan para

Nabi. |adi pengangkatan kepala negara wajib menurut
hukr:m agama, serta tidak ada alasan untuk
meninggalkannya. Dengan demikian ikatan antara agama

dan dunia atau antara agama dan kekuasaan politik secara

intel;ratif akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di
tangan kepala negara yang ditaati, serta memiliki wibawa
unturk melindungi kemaslahatan rakyat.

Untuk mempertegas hubungan saling bergantung
antara agama dan politik serta agama diletakkan sebagai

dasar dalam menciptakan kebahagiaan hakiki, maka al-
GhazAli meletakkan politik dalam lingkup ilmu pengetahuan

yang berkaitan dengan agama. 3s Dalam pengertian yang lain

3al-Ghazih ketika mcnielaskan pokok-pokok iman menegaskan
bahwa semua ciptaan Allah membutuhkan kepadaNya. Kebutuhan ini
merupakan kebutuhan utama dan pertame.. Al-Tibt zl-Mzsbuk9,

a AJ-C,l''z.zdfr, Ihy:n', lv l, 3l
r5lbi4 29-30
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dapat difahami bahwa negara merupakan lembaga yang
memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan
syari'at, mewuludkan kemaslahatan rakya! menjamin
ketertiban urusan dunia dan akhirat.

KEPEMIMPINAN ATAU KEPALA NEGARA.

Al-Chazili dalam masalah kepemimpinan berpendapat
bahwa pembentukan kekhalifahan adalah waiib slur'r.
Dasarnya adalah ijnn' umat dan kategori wajibnya adalah

fafi ktfiyah.36 ljnn' itu menurut al-GhazAli telah terjadi dalam
sejarah umat Islam, yaitu kesepakatan para sahabat untuk
mengangkat seorang khalifah menggantikan Nabi
Muhammad Saw sebagai pemimpin umat segera setelah
beliau wafat. Sejak peristiwa itu sampai pada masa al-Ghazdli
umat Islam selalu berada di bawah pemerintahan system
kekhalifahan. Artinya selama beberapa abad, umat Islam
sepakat menerima sistem pemerintahan itu 37

Jadi proses ijma' bagi al-Ghazali adalah konsensus
seluruh ulama dan masyarakat awam dalam waktu yang
tidak terbatas. Bagi al4haz6li yang penting bukan iTma'nya
itu, tetapi mengapa ijma' itl teriadi. Menurutnya, ijnra" umal
terhadap perlunya imdmah dimaksudkan dalam rangka
memelihara syari'at dan ketertiban agama. Yang sedemikian
itu tidak mungkin terwuiud kecuali adanya penguasa yang
ditaati. 3r Di samping alasan di atas, al-GhazAli juga

ro Lihar al-Ghazili, allqtisid li -IAgiy' (Mcsir : Maktabeh el-
Jund, 1972), 11E.

tt ljma'diformulasikan al-Ghazili sebagei pereeruiuan seluruh umat
Islam (ulama dan mesyaraket awern) khususnya tentang masalth yang
berkaitan dengan agama. Dcogan alsan bila ulama' tclah bcrsepakat
maka masyarakat awan akan meogikuti mereka. Dasar hukumnya Hadis
Rasulullah "Umatku tidak akan bersepakat terhadap seeuatu y.ng salah
atau sesat", Baca al-Ghazaf, alMustafa min'Ilm al-Uanl (Cano :r.p193?),
110.

re Lihat Muhammad Jalal Sh.raf dan A.li Abd al-Mu'ti Muhammad,
al-Fik al-Siyasi fi al-Islin, (Iskandariyah : Dlr al-Jami'ah al-Misriyah,
1978), 390.
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e d-GhazZb,, Ihynilll, 6.
.o Ibi4 t, 31.
.r J.l.l Sh.r.f dan Muh,,,'fidnt. at-Fikt al-Siytei, !89.

mengemukakan alasan lain dengan memperhatikan
kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia itu. Menurutnya
manusia itu cenderung bermasyarakat mewujudkan kerja
sama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Tapi dalam kerja sama dan tolong
me:nolong itu sering terjadi persaingan dan pertentangan,
maka untuk mengatasinya diperlukan pemerintah atau
penguasa,3e atau pemimpin yang melayani kepentingan
rakfat.

Pemikiran al4hazdli tersebut mengandung arti bahwa
agama dan politik dunia dan akhirat mempunyai kaitan yang
erat yang tak dapat dipisahkan. Sebab, menurut al-Ghazali
tujuan manusia dalam bermasyarakat bukan hanya
memenuhi kebutuhan dan mencari kebahagiaan materi
semata, melainkan lebih dari itu untuk mempersiapkan
kehidupan yang lebih sejahtera dan abadi dunia dan
akhirat.ao Hidup dan kehidupan di dunia bukan untuk dunia
sem.ata, tetapi dunia untuk agama dan agama untuk
mengatur dunia. Keduanya harus dipenuhi secara seimbang
dan adil.ar

Aktualisasi agama adalah pemahaman, penghayatan
dan amal ibadah. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan
jasmani yang sehat dengan terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan primer seperti keamanan iiwa dan hartanya
te{amin. Bila kebutuhan-kebutuhan penting ini tidak
terpenuhi ilmu dan amal juga tak akan tercapai yang
keduanya merupakan jalan dan alat untuk memperoleh
kebahagiaan. ladi keseiahteraan materiil menjadi syarat
terlaksananya penghayatan dan pengamalan agama dan
agama berperan mengatur cara memperoleh kebufuhan
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materiil. Ketertiban dunia, keamanan jiwa dan harta serta
aktualisasi agama tidak akan terwujud kecuali dengan
adanya penguasa yang ditaati untuk mengatur dunia dalam
upaya untuk menjadikan ladang memperoleh kehidupan
sejahatera di akhirat. jadi sultan sangat dibutuhkan untuk
meniamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan
keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama, dan
pelakasanaan agama adalah keharusan untuk memperoleh
kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya pengangkatan irram
atau penguasa waiib menurut hukum agama (syara'), dan
tidak dibenarkan untuk meninggalkannya.'tz Dengan
demikian ikatan antara agama dan dunia atau antar agama
dan kekuasaan politik secara integral akan menciptakan
wibawa kedaulatan negara di tangan kepala negara yang
ditaati, dan memiliki wibawa untuk melindungi
kemaslahatan rakyat. a:

Alasan yang lain dari al-Ghazili mengapa ia
menyejajarkan politik dengan agama, yaitu persepsinya
tentang posisi politik dalam ilmu pengetahuan. Dalam
pandangan al-Ghazili, ilmu pengetahuan harus dibedakan
antara ilmu syari'at dan ilmu yang bukan syari'at. Politik,
akhlak dan metafisika termasuk dalam kategori pertama.
Sedangkan logika, matematika dan fisika termasuk dalam
kategori yang kedua.{ Artinya kategori pertama seperti
politik bersumber dari syariat dan kategori kedua bersumber
dari akal dan pengalaman empiris.s Jadi masalah politik
termasuk kajian fiqh, a6 yang berarti menjadi wewenang
luJalma fqh. Al-faqih adalah orang mengetahui undang-undang
politik, orang yang mengetahui cara menyelesaikan
pertenkmgan di antara rakyat. Maka ia menjadi guru,

az 
^l-Gh^zali, 

el-Iqtise4 106
., J.lal Sharaf den Muh^rlrm.d, al-Fikr al-Siyrsi ,377.
s Serwani, Srudec 203
.s Lihar d-Ghazi\ al-Munqidh nit el-D.lel(Ka 0,1961r, 27
4 al-Ghazili, Al-Iqtistd, 105
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.7 Sharaf dea Muhammtd al-Fib el-Siytsi, 376; d-Gizzirfi , Fati!1at
zlulda,,44.

{3lbid., 5
.' Lih.t Mui.mm.d Yueuf Muae, NizAm .I-IID*n fi al-Isl:An,

(Kaim : Dtu d-Kutiib d-Ar.by, r9G), 53

p€ndamping dan pembimbing bagi kepala negara dalam
memelihara agama dan mengurus dunia.47

Oleh karena itu, al4hazdli mendefinisikan syariat
sebagai usaha memperbaiki kehidupan rakyat dengan
mernbimbing mereka ke ialan yang lurus yang
menyelamatkan mereka di dunia dan akhirals Politik bagi
al4ihazAli merupakan alat untuk memperoleh kebahagiaan

di dunia dan di akhirat. Jelas pengertian ini lebih luas dari
pengertian politik s€karang yang hanya berkaitan dengan
urusan duniawi (s€kular).

PENGANGKATAN DAN TUGAS KEPALA NEGARA

Al{lhazili tidak secara rinci membuat rumusan sistem
pengangkatan kepala negara, akan tetapi ia membuat kriteria
mengenai seseorang yang dapat diangkat menjadi kepala

Negara atas landasan integritas pribadi dan moral. Kriteria
yang ia tetapkan merupakan implementasi konkrit dari
ntlrl.usan al-maslahaft. Sebab, bila orang yang akan menduduki

iabatan tanpa adanya kualifikasi tertentu, maka penciptaan
kemaslahatan bersama akan sulit terwujud. Al4hazili
sebagai penganut sururi, tentulah mewakili pendapat
golongan sunni. Kepala negara itu harus mempunyai
kecakapan mengatur masyarakat, berpengetahuan, wara'
(takwa) dan tergolong orang Quraysh.4e Sekalipun ada beda
pendapat tentang mmdudukkan orang Quraysh sebagai

kepala negara, namun alur utama golongan sunni
menyatakan hal itu merupakan keharusan.

Dalam keterangan yang lain, al€hazili
mengemukakan bahwa syarat-syarat kepala negara adalah
seperti syarat-syarat pada seorang hakim (qadi), yaitu:
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merdeka, lelaki, mujtahid, sehat panca indera, adil dan
baligh.s Di sini memang al-Ghazdli tidak mensyara&an
orang Quraysh. Pendirian ini mungkin dipengaruhi oleh
kondisi keberadaan pemerintahan pada masa itu. Sebab pada
masa itu orang-orang Seljuk sedang memegang Peran
pemerintahan. Begitu juga dalam tulisarurya yang lain syarat-

syarat kepala negara ada empat macam, yaitt (1) Najdah,

cukup kekuatan dan berwibawa (2) Kifayah, mampt
menyelesaikan segala persoalan, (3) Wara', bersih sikap

hidupnya,(4) IInru, berpengetahuansl
Penjelasan di atas ielas memperlihatkan dasar al-

nmslallah sebagai pertimbangan al-GhazAli di dalam
memformulasikan prasyarat kepala negara. Sebab, di sini
terlihat faktor penciptaan stabilitas menjadi pertimbangan al-
Ghazili. Secara gamblang hal ini juga dapat terlihat dalam
penjelasan al-Ghazili dalam hal penunjukan pembantu-
pembantu kepala negara. Ia mensyaratkan bahwa orang-
orang yang dituniuk menjadi pembantu kepala negara harus
benar-benar orang yang cakap, lebih-lebih untuk jabatan

peradilan. Sebab, jika tidak demikian akan timbul bencana.s2

Pertimbangan-pertimbangan al-Ghazdli seperti itu bisa
dipahami sebagai pelaksanaan jalb al-masilih dalam
pener ap an al-maslahnh.

Al-Ghaz6li memamg tidak merinci mekanisme

pengangkatan kepala negara. Al-Ghazili dalam hal ini hanya
merekonstruksi atau. membuat teori yang berasal dari
peristiwa semasa hidupnya dan apa yang terdapat dalam
hadis Rasulullah Saw dan sururah para sahabatnya serta para

tabi'in. Bilamana pandangan al4hazili dikaitkan dengan
teori demokrasi jelas berbeda dengan pola demokrasi
modem. Tapi patut dicatat bahwa dalam teori politik al-

sJalal Syaraf dan Muhammad, al-Fik al-Siy,nsi, 395-&2
5t lbid. Lihat iuga Sjadzali, Islam dan Taanegara,?8.

' Lihet al-Ghazali, ar-Titu zl-Masbuk, 83-88,
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GhazAli, keadilan mmjadi perhatian utama,$ di samping
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Artinya,
kemaslahatan umat sudah menjadi perhatian utama dalam
teori politik al-Ghazali. Dalam soal ini al4hazdli dalam
bukunya al-Tibr al-Masbuk f Nasilut al-Muluk menielaskan
posisinya bahwa sebetulnya tidak terlalu penting
membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Yang

perLting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus
benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan
dapat menciptakan keadilan. Sebagai ganti dari paparan
terinci, al4hazAli mengemukakan sebuah prinsip bahwa
meskipun seseorang meniadi kepala negara atas kehendak
Allah sebagaimana tersirat pada ayat 26 surat Ali Imran,
namun ia juga harus mendapat tafiid (penyerahan

kekuasaan) dan tmsliyah (pengangkatan dari orang lain).
Menurut al4hazali ada tiga cara untuk memperoleh tafwid

dan taa iyat, yaitu dengan cara penetapan dari Nabi,

penetapan dari sultan yang berkuasa dengan menuniuk putra
malrkota (uriliyat al-'ahd) dari putra-putranya atau orang yang

diperkuat dengan Day'ah oleh ulama' (ahl aLA ua al-'aqd).sa

Dari uraian di atas, maka tugas kepala negara dalam

perspektif Imam al-Ghazali adalah menciPtakan

kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah

sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal

mungkin. jadi tugas kepala negara adalah menjalankan

amanah dan menciptakan keadilan. Dengan demikian al-

Ghazili meletakkan tugas kepala negara dengan menerapkan
jalb al-naskli! u,u dar'u d-mat'dsid. (mengupayakan kebaikan

atau maslahah dan menghindari segala hal yang

merrcelakakan).

.. Ibi4 4354
s lih.t .l-GtazZfr, al-Igtiatd ,106
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SUMBER KEKUASAAN

Berbagai teori yang muncul dalam memperbincangkan dari
mana kekuasaan ifu bersumber, terekam kedalam teori
berikut, yaitu teori ketuhanan, kekuatan dan kontrak sosial.

Teori Ketuhanan.

Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan.
Penguasa berhak atas kehendak Tuhan pula yang memberi
kekuasaan itu padanya.ss Hanya saja teori-teori ketuhanan
tidak sepakat dalam hal bagaimana cara kekuasaan itu
berwujud dan dimiliki oleh penguasa. ST. Agustinus (354-
430) dalam karyanya Civita Dei "Negara Tuhan", seperti
yang diungkapkan GH. Sabine menyatakan bahwa
kekuasaan Kaesar haruslah mendapat pengesahan dari
Paus.56 Sebaliknya Dante Alghieri (1,265-1321)

mengemukakan bahwa kekuasaan politik tidak diperoleh
daru Paus, tapi langsung dari Tuhan dengan jalan persaingan
dan peperangan. Kemenangan yang diperoleh dengan cara
tersebut merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan
terhadap pemenang untuk berkuasa.sT

Teori Kekuatan,

Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber
dari kekuatan yanS dimiliki yang memungkinkan
kemenangan dalam persaingan. Kekuatan yang menanglah
yang memimpin dan berkuasa. Tampaknya teori ini mirip
dengan pendapat Dante di atas. Tetapi sesungguhnya
tidaklah demikian. Yang pertama berakar pada agama dan
yang terakhir ini berakar dari fenomena sosial. Teori
kekuatan ini dapat ditemukan antara lain dalam pemikiran

55 Lihat Tk. B, Sabaruddin, .Ilnru Negata Umum, (akerta : Pradnya
Paramita, 1986), 9

$ Lihat GH. Sabine, A llistoty ofPolitical Theory, (Lnndor r Geotge
G Haftap and Co. Ltd.,1951). 170,179 dan T-208

rbi4 u
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Ibrr Khaldun dalam kitabnya Muqaddimahsl dan luga dalam
karya Nicolo Machiavelli (1469-152n yang berjudul II
Principe "Pangeran" atau Kepala Negara.se

Tenri Kontrak Sosial.

Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan bernegara
berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat. Meskipun
begitu pelopor-pelopor teori ini tidak sependapat berkenaan
derrgan fungsi masyarakat. Dan ini berakibat perbedaan
pendapat diantara mereka dalam hal pemegang kedaulatan
dalam negara. Thomas Hobbes yang memandang bahwa
penguasa adalah negara, berpendapat bahwa penjanjian
masyarakat pada hakekatnya adalah penyerahan kekuasaan
dari warga masyarakat kepada seseorang atau sebuah
lembaga yang disepakati.o Ini berarti kedaulatan negara

bersumber dari rakyat dan kekuasaan tersebut memperoleh
legi.mitasi melalui perjanjian masyarakat. Sebaliknya John
Loc'ke dan JJ. Rousseau tetap memandang rakyat sebagai

p€arguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai
fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap
anggota masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang
bertindak secara alamiah. Mereka mempunyai hak-hak
persamaan dan kebebasan sebagai pemberian alam. Untuk
memelihara dan melindungi hak-hak mereka itulah maka
mereka membentuk negara dan melengkapinya dengan
me:nyerahkan sebagian atau s€mua kekuasaan yang mereka
miliki.6l

Dari uraian diatas secara teoritis nampak kedaulatan
berwuiud dalam berpolitik dengan cara sebagai berikut :

$ Lihar Abd Rahman lbn KJwldvr, Muqaddimah al-allAmah fbn
Klttldu4 (lt: Dat d-Fikr, n), t,2 dan 154.

s Ubat lbi4 65
ro Lihat GH. Sabiner A llistory..., 398
6r Lihat F. l*1wata, op cil 144-145, lJ Rousscau, The Social

Contracl te4ern h^n Sl,,rJi 
'dio, 

Konnak Sosial,oakarta : E angga, 1986),
t4-15
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(1) Kedaulatan bersumber dari Tuhan dan diperoleh dengan
penunjukan dan legitimasi pemuka agama, atau langsung
dari Tuhan kepada kepala negara (raja) melalui
kemenangan dalam persaingan kekuatan.

(2) Kedaualatan bersumber dari kekuatan manusia dan
meniadi milik negara (raja) melalui kemenangan manusia
dalam persaingan kekuatan atau berdasarkan perjanjian
masyarakat.

(3) Kedaulatan bersumber dari alam dan tetap menjadi milik
rakyat.

Dalam hal sumber kekuasaan ini, al-Ghazdli luga lebih
dekat dengan teori ketuhanan. Dengan mendasarkan kepada
ayat 59 surat An-Nisa yang memerintahkan orang-orang taat
kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin
dan ayat 26 surat Ali lmran yang menegaskan bahwa Allah
SWT memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada yang dia
kehendaki. al-Ghazili mendukung pendapat yang
mengatakan kepala negara atau sultan adalah bayangan
Allah diatas bumi-Nya. Karena itu, rakyat wajib mengikuti
dan menaatinya tidak boleh menentangnya. Untuk itu, kata
al-Ghazili telah menjadi kenyataan Tuhan memilih cucu-cucu
Adam menjadi nabi-nabi dan para pemimpin. Para nabi
bertugas untuk membimbing rakyat ke jalan yang benar dan
para raja atau pemimpin mengendalikan rakyat agar tidak
bermusuhan sesama mereka dan dengan kebijakannya ia
mewujudkan kemaslahatan rakyat.rz

Pendapat al-Ghaz6li tersebut menurut pendapat
Muhammad Jalal Syaraf dan Ali 'Abd al-Mu'thi Muhammad,
mengandung arti bahwa kekuasaan kepala negara itu
muqaddas (suci). Karenanya rakyat wajib menaati segala
perintahnya. Maka sistempemerintahan dalam pemikiran al-
Ghazdli lebih cenderung teokrasi.a Dalam hal ini ada

62 al-C,hazili, al-Tibr al-Masbuk...., 4041
a Muhammad ialal Syaref dan Ali Abd d-Mu'thi. Op cit. hlm 393
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beberapa teori yang berkenaan dengan fungsi-fungi
keliuasaan politik, diantaranya adalah :

(1) Dalam teori teokratis, kekuasaan politik dimaksudkan
unruk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam
kehidupan masyarakat untuk meli,ujudkan kebaikan dan
keadilan sehingga manusiaa dapat memperoleh
kedamaian dan keselematan dunia akhirat. a

(2) Dalam teori perjanjian masyarakal kecuali teori Hobbes,
kekuasaan politik dinaksudkan untuk memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap
warga negara dapat menikmati hak-ahak tanpa khawatir
ada serangan dan gangguan dari fihak lain 6 atau

menyelenggarakan kehendak umum rakyat.6
(3) Dalam teori kekuatan dan juga teori Hobbes, kekuasaan

politik dimaksudkkan untuk mencegah dan menekan

sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang menyerang dari
ses€orang atau sebah kelompok terhadap hak-hak dan
kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengan
demikian eksistensi masyarakat dan negara dapat
terpelihara. oz

Meskipun pemerintahan dalam pemikiran al4hazAli
lebih cenderung teokrasi, pendapat al4hazili diatas masih
memperlihadcan azas kemaslahatan yang dijadikan
sandarannya. Karena disini ia meletakkan negara sebagai

bagran dari agama, sedang aspek agama merupakam salah

satu. unsur ilhanii. Hal itu iuga akan lebih jelas jika
memperhatikan pendapat al4hazali, bahwa meskipun
seseorang menjadi sultan atau kepala negara atas kehendak
Allah, namun ia juga harus mendapat tafrid (penyerahan

6 GH Sabine, .,1 lllstory..., 169-172
65 Deliat Noer, Pemikinn Politik di Negata Baraq (akarta :

Raiaweli,1982), 89-91. GH Sabine,,{ Itistory..., 441
6 Lihat JJ Rousecau, The Social Contract....J3. Dcliar Noer,

Pemikiran.,., 114
6t Lih.t Ibn l(huldut!,, Muq.ddim.h ..., 3Os
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kekuasaan) dan tawliyah (pengangkatan dari orang lain).
Pengangkatan itu menurut al-GhazAli ada tiga cara :

penetapan dari Nabi, penetapan dari sultan yang sedang
berkuasa dengan menunjuk putra mahkota (wil6yat al-'Ahd)
dari putra-putranya atau orang Quraisy yang lairurya dan
pengangkatan dari pemegang kekuasaan yang diperkuat
dengan baiat oleh ulama, yakni ahl al-Halli uta al-Aqdi.

BENTUK PEMERINTAHAN

Teori-teori yang berkembang mengenai bentuk pemerintahan
selama ini ada tiga macam, yaitu Monarki, Oligarki dan
demokrasi. a Pembagian tersebut didasarkan atas jumlah
orang yang memegang pimpinan buat penyelenggaraan
kepentingan bersama dan negara.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al-Ghazali
mengenai asal-usul negara, pengangkatan kepala negara,

No BENTUK-BENTUK
PEMERINTAHAN

PENGERTIAN

1 MONARKI
Ialah sistem pemerintahan dimana

kekuasaan negara bertinggi

terletak di tangan satu orang saja,

yaitu raia.

2 OLIGARKI
Ialah model pemerintahan dimana
kekuasaan negara tertinggi
terletak ditangan sekelompok
kecil orang-orang yang ber
pengaruh atas masyarakat.

3 DEMOKRASI
Ialah model pemerintahan dimana
kekuasaan negara terletak di
tangan seiumlah besar dari rakyat
dan menialankan kekuasaan itu
untuk kepentingan semua orang

6 Lihat M. Solly Lubis, Ilmu Negan. , ., 67
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prasyarat kepala negara, dan sumber kekuasaan, maka model
pemerintahan yang dipilih al-Ghazili adalah monarki.
Pemahaman ini dapata secara jelas terlihat dari pendapat al-

Ghazdli tentang seseorang yang akan meniadi kepala negara
harrrs mendapat tafwid d,ari pemegang kekuasaan.

PENUTUP
1. Latar belakang sosio-kultural, keluarga dan pendidikan

al-Ghazili sangat mempengaruhi pandangannya dalam
politik kenegaraan yang tercermin dalam pandangaannya
tentang asal-usul timbulnya negara, faktor-faktor
pendukung utama tegaknya suatu negara, hubungan
antara agama dan negara, sistem kepemimpinan kepala
negara, pengangkatan dan tugas kepala negara, sumber
kekuasaan kepala negara s€rta bentuk pemerintahan.

2. Asal mula timbulnya negara menurut al-GhazAli adalah
konsensus umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat,
untuk mengangkat seorang khalifah yang berfungsi
untuk memelihara syari'at dan ketertiban agama. Di
samping itu, mumculnya agama menurut al-Ghazdli
merupakan kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia,
yang mana manusia disamping maklrluk individu juga
makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia
,cenderung bermasyarakat agar bisa bekeriasama dan
tolong-menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya. Untuk itu menurut al-Ghazili negara
merupakan suatu lembaga yang penting, karena ia adalah
rsuatu bentuk pergaulan manusia dan suatu komunitas.
Untuk itu agama merupakan pokok atau fondasi sebuah
bangunan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga
keutuhan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.

3. Faktor pendukung utama tegaknya suatu negara
menurut al-Ghazdli, ada empat hal, yaitu : pertanian,
pemintalan, pembangunan dan politik. Dari empat hal itu
faktor politiklah yang merupakan profesi yang paling
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penting. Profesi politik tersebut meliputi empat sub
profesi, yaitu sub-profesi pengukuran tanah, sub-prefesi
militer, ssub-profesi kehakiman dan sub-.profesi ilmu
hukum. al-GhazAli menempatkan posisi profesi politik
benar-benar pada kedudukan yang terhormat, sehingga

orang-orang yang menempati dan menduduki jabatan

tersebut harus benar-benar orang yang mempunyai

kecakapan dan kemahiran serta integritas pribadi yang

tinggi dan profesionalitas.

4. Hubungan antara agama dan politik (negara) menurut al-

Ghaz6li sebagai saudara kembar, artinya sangat dekat

dan saling bergantung. Agama adalah dasar dan sultan
(kekuasaan politik) adalah penjaganya. Hubungan antara

agama politik menurut al-Ghazdli tersebut adalah

termasuk hubungan simbiotik. Artinya politik dan negara

saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga
masuknya agama ke dalam konsep politik dikarapkan
benar-benar dalam rangka menciptakan kemaslahatan

umat manusia secara hakiki.
5. Dalam masalah kepemimpinan, al-Ghazili berpendapat

bahwa pembentukan kekhalifahan adalah wajib syar'i,
dasarnya adalah iima' umat dan katagori waiibnya adalah
fardhlu kifayah. Untuk itu seorang khalifah harus ditaati
sebagai pemimpin negara (Q.S. An Nisa' 59).

6. al-Ghazdli tidak secara rinci membuat rumusan sistem
pengangkaatan kepala negara, akan tetapi ia membuat
kriteria mengenai seseorang yang dapat diangkat menjadi
kepala negara, yaitu oraang yang benar-benar dapat
menunaikan amanah dan dapat menciptakan keadilan.
Meskipun ia tidak secara tegas merumuskan mekanisme
pengaangkatan kepala negara, al-Ghazdli menyatakan
bahwa memang seseorangg menjadi kepala negara
adalah atas kehendak Allah sebagaimana firman Allah



118 JrBtitia blamica, Vol.2/No. 2,/Juli-Des 2005

DAFIARPUSTAKA

A.H Nasution, Pembangutwn Moral: lnti Pembangunan

Nasional. Surabaya : Birn Ilmu, 1995.

Abd Rahman Ibn Khuldun, Muqaddimah al-allimah lbn

KhaHAn. ft, Dir al-Fikr, tt.

Abu Hamid al4hazAli, Ifui' Ufim al-Din. Beirut : Dir al-

Afkdr, 1975.

Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, Nasehat al-Ghazili bagi

Penguasa. Bandung : Mizan,7994.

Al{;hazali, al-lqtisfrd f alJ'tiqid. Mesir : Maktabah al-Jund,

7972.

dalam QS. Al-lmfin oyat 26, namun ia harus
mendapatlan talaiil dan tawliyat.

7. Sumber kekuasaan kepala negara atau sultan menurut al-
Ghazili adalah bayangan Allah, karena itu wajib
mengikuti dan mentaatinya sebagaimana firman Allah
QS. AI-Nrsa 56 dan Al-Imrdn 26. Sumber kekuaasaan
pendapat al-Ghazili ini adalah lebih dekat dengan teori
ketuhanan, apabila kita rekam dalam tiga teori kekuasaan
(teoi ketulunan, teoi lcekuatan dan teoi kontrak sosial). Dan
sistem kekuasaan pendapat al4hazili ini lebih condong
termasuk teori teokraus, yaitu kekusaan politik
dimaksudkan untuk menyelenggarakan ajaran-ajaran
agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan
kebaikan dan keadilan, sehingga manusia dapat
memperoleh kedamaian dan keselamatan dunia akhirat.

8. Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al4hazili
diatas, maka model pemerintahan pemikiraan al-Ghazdli
adalah termasuk model pemerintahan monarki.



Mursyidi, Konsep Politik.... 119

-------, al-Munqidh min al-palil. Kairo: tp, 1961.

---------, al-Mustashffr min'llm al-Upfil. Cairo :t.p, 1937.

al-Tibr al-Masbuk f Nasilut al- Muluk. Beirut : Dar
Al-Kut0b al'Ilmiyah, 1409 H \ 1988 M.

Illyd' Ulim al-Din Beirut : Dir al-Fik, 1415\1995.

Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negara Barut. Jakarta :

Rajawali, 1982.

Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta : Raiawali,
1983.

Endang Saifuddin Anshari, llmu, Filsafat dan Agama

Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Haroon Khan Sherwani, Muslim Political Thought and

Administrahon. Delhi : Idarah Ad abiyah,7976.

jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, te{. Tim
Penerjemeah Pustaka Firdaus. Jakarta : Pustaka
Firdaus, 1993.

Jeje Abdul Razak, Politik Kenegaraan ; Pemikiran-pemikiran al-
Chazdli dan lbn Taimiyah. Swabaya : Bina Ilmu, 1999.

]J Rousseaq The Social Contract, terjemahan SumardjO
Kontrak Sosial. Jakarta : Erlangga, 1986.

CH. Sabine, A History of Political Tluory. London: George G
Harrap and Co. Ltd., 1951.



Justiti. lslamica, Vol.2/No. 2/Juli-Des 2005

M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara
Dalam Sejarah Pemikiran Politik lslam", Ulumul Qur'an
Vol. IVlNo.2 th. 193.

Muhammad lalal Sharaf dan Ali Abd al-Mu'ti Muhammad,
al-Fikr al-Siyisi f al-Islirr. Iskandariyah : Ddr al-fami'ah
al-Misriyah, 1978.

Mulrammad Yusuf Musa, NiTim al-Hukm f al-Islint, (Kairo :

Dir al-Kutfrb al-Arabiy, 1963.

Munawir Sjad,zali, lslam dan Tata Negara; Ajaran, Sejnrah dan

Pemikiran. Jakarta: UI-Press, 1990.

Solly Lubis, Ilnu Negara. Bandung : Alumni, 1981.

Tk. B. Sabaruddia, llmu Negara Umum. Jakarta : Pradnya
Paramita, 1986.

Zairal Abidin Ahmad, Konseps Negara Bermoral Menurut
lmam al-Ghazdlt. Jakarta : Bulan Bintang,1975.

120

Zairral Abidin Ahrr.ad,, Riwayat Hidup lmam al-Gluzali. Jakafta:
Bulan Bintan& 1975.


